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BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2% TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

[y

KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2015

BUPATI ACEH UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2), Pasal
130 ayat (2), dan Pasal 132 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu mengatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2015.

. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2004 Nomor 126
dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4378);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2014;

14.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Utara;

15.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Aceh Utara;

16.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Aceh Utara;



Menetapkan

17.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Utara;

18.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga
Keistimewaan Kabupaten Aceh Utara;

19.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN
2015.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara vyang
selanjutnya disingkat DPRK Aceh Utara adalah lembaga
perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagai unsur
penyelenggara pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Aceh Utara;

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat
dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan Kabupaten Aceh Utara;

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk periode 1 (satu)
tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan
daerah;

6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD;

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah
Kabupaten Aceh Utara;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPIJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vyang
selanjutnya disingkat RPIJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun;

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program
dan kegiatan vyang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
anggaran;

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah
daerah untuk mencapai tujuan;

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan vyang dilaksanakan oleh SKPD atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
{sumber daya manusia), barang modai termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (/npuf) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk
mencapai secara langsung sasaran program prioritas;

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-
tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna
memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk
setiap program dan kegiatan;

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang
sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak
yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan
indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku;

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat
capaian kinerja suatu program atau kegiatan.



BAB I1I
SISTEMATIKA
Pasal 2

(1) Sistematika Penulisan RKPD sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan antar Dokumen
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
1.5. Maksud dan Tujuan

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPIMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas Pembangunan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

PENUTUP

(2) Sistematika penulisan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh
Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Mei 2014 M
28 Rajab 1435 H

NOBUPATI ACEH UTA

.
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Mei 2014 M
28 Rajab 1435H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARAL.

Reung_

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 23 .



